
 
PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR  6 TAHUN  2011 

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 

Menimbang :  a.  bahwa pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi 
masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan 
karakteristik sampah yang semakin beragam; 

  b.  bahwa pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan harus 
dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir  
sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 
masyarakat dan lingkungan serta dapat memberikan manfaat 
secara ekonomi dan dapat mengubah perilaku masyarakat; 

 c. bahwa pengelolaan sampah merupakan tanggungjawab bersama 
antara Pemerintah Kabupaten Jombang, masyarakat dan dunia 
usaha secara proporsional, efektif, dan efisien; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan 
Daerah tentang Pengelolaan Sampah. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 
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5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5059); 

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5188); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4761); 

11. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jombang Tahun 2009 Nomor 21/E); 

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 3/E). 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

dan 

BUPATI JOMBANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG 
PENGELOLAAN SAMPAH.  

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Bupati adalah Bupati Jombang. 

2. Pemerintah Kabupaten Jombang adalah Bupati dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
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3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah SKPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan 
tugas pemerintahan di bidang pengolahan sampah di Kabupaten 
Jombang. 

4. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses 
alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah 
tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. 

5. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan 
sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari 
sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. 

6. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah berasal dari 
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas 
sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. 

7. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, 
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. 

8. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk 
kluster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.  

9. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 
usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana 
dan prasarana penunjang. 

10. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan 
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. 

11. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup. 

12. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati. 

13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. 

14. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses 
alam yang menghasilkan timbulan sampah. 

15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, 
menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan 
dan penanganan sampah. 

16. Pengelola sampah adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab  
dalam melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah 
Kabupaten Jombang , masyarakat dan dunia usaha. 

17. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat 
TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat 
pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan 
sampah terpadu. 

18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat 
TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, 
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan 
pemrosesan akhir sampah. 

19. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA  
adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke 
media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. 

20. Orang adalah orang perseorangan, sekelompok orang, dan/atau 
badan hukum. 
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21. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah 
Kabupaten Jombang terhadap pengelolaan sampah di TPA yang 
berdampak negatif terhadap orang. 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup sampah yang dikelola dalam Peraturan Daerah ini, 
terdiri atas: 

a. sampah rumah tangga; 

b. sampah sejenis sampah rumah tangga;  

c. sampah spesifik. 

(2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
meliputi : 

a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; 

b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan 
beracun; 

c. sampah yang timbul akibat bencana; 

d. puing bongkaran bangunan; 

e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah;  

f. sampah yang timbul secara tidak periodik. 

Pasal 3 

Pengelolaan sampah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

BAB III 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 4 

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung 
jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas 
kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan 
asas nilai ekonomi. 

Pasal 5 

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 
masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai 
sumber daya. 

BAB IV 

HAK DAN KEWAJIBAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal 6 

(1) Setiap orang berhak: 

a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara 
baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten 
Jombang dan/atau pihak lain yang menyelenggarakan 
pengelolaan sampah; 



 

 

5 

b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, 
penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan 
sampah; 

c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu 
mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; 

d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak 
negatif dari kegiatan TPA;  

e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan 
sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. 

(2) Tata cara warga untuk mendapatkan perlindungan dan kompensasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kedua 
Kewajiban 

Pasal 7 

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah 
sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani 
sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. 

Pasal 8 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 
wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah. 

BAB  V 

PENGELOLAAN SAMPAH 

Bagian Kesatu 
Perencanaan 

Pasal 9 

(1) Pemerintah Kabupaten Jombang menyusun rencana pengurangan 
dan penanganan sampah yang dituangkan dalam Rencana 
Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan SKPD. 

(2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana 
dimaksud pada  ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: 

a. target pengurangan sampah; 

b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan 
penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan 
TPA; 

c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan 
partisipasi masyarakat; 

d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh 
Pemerintah Kabupaten Jombang dan masyarakat;  

e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah 
lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, 
mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.  
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Bagian Kedua 
Pelaksanaan 

Pasal 10 

(1) Pengurangan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Jombang  
dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran 
ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. 

(2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui kegiatan: 

a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan 
bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;  

b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam 
mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, 
pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah. 

Pasal 11 

Penanganan sampah oleh Pemerintah Kabupaten Jombang dilakukan 
dengan cara: 

a. pemilahan yaitu dengan memisahkan sampah organik dan sampah 
anorganik  di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, 
fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; 

b. pengumpulan yaitu bentuk pengambilan dan pemindahan sampah 
dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau 
tempat pengolahan sampah terpadu; 

c. pengangkutan yaitu dengan ketentuan : 

1) sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggungjawab 
lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW; 

2) sampah dari TPS/TPST ke TPA, menjadi tanggungjawab 
Pemerintah Kabupaten Jombang; 

3) sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, 
kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah 
sampai ke TPS/TPST dan/atau TPA menjadi tanggungjawab 
pengelola kawasan;  

4) sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 
dari sumber sampah dan/atau dari TPS/TPST sampai ke TPA, 
menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Jombang. 

d. pengolahan yaitu dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan 
jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS/TPST dan di TPA 
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan; 

e. pemrosesan akhir sampah yaitu dengan pengembalian sampah 
dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara 
aman. 

Pasal 12 

(1) Pemerintah Kabupaten Jombang menyediakan TPS/TPST dan TPA 
sesuai dengan kebutuhan. 
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(2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah 
yang aman dan ramah lingkungan sesuai peraturan perundang-
undangan. 

(3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Jombang. 

Pasal 13 

(1) Pemerintah Kabupaten Jombang memfasilitasi pengelola kawasan 
untuk menyediakan TPS/TPST di kawasan permukiman, kawasan 
komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus. 

(2) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang 
aman dan ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

(3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Kawasan. 

Pasal 14  

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan 12 dapat diubah 
menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien. 

BAB  VI 

PERIZINAN 

Pasal 15 

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah 
wajib memiliki izin dari Bupati. 

(2) Jenis usaha pengelolaan  sampah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) terdiri dari: 

a. pengangkutan sampah;  

b. pengolahan sampah. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

BAB  VII 

KERJASAMA DAN KEMITRAAN 

Pasal  16 

(1) Kerjasama pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Jombang dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya. 

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan 
dalam bentuk pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. 

Pasal  17 

(1) Kerjasama/kemitraan pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Jombang dengan badan usaha pengelolaan 
sampah atau pihak lain. 
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(2) Tata cara pelaksanaan kerjasama/kemitraan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

BAB VIII 

PERAN MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN  PENGHARGAAN  

Bagian Kesatu 
Peran Masyarakat 

Pasal  18 

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang 
diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. 

(2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 
melalui: 

a.  pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah 
Kabupaten Jombang; 

b.  perumusan kebijakan pengelolaan sampah;  

c.  pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa 
persampahan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran 
masyarakat  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan  Peraturan Bupati.  

Bagian Kedua 
Pembinaan dan Pengawasan  

Pasal 19 

(1)  Bupati melakukan pembinaan pengelolaan sampah kepada 
perseorangan, lembaga dan/atau usaha agar pengelolaan sampah 
dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

(2)  Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
cara memberikan penyuluhan dan pelatihan pengelolaan sampah .  

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain ditujukan 
untuk kepentingan pengelolaan sampah secara berwawasan 
lingkungan, juga untuk meningkatkan nilai ekonomi sampah. 

(4) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan 
sampah di Kabupaten Jombang. 

Bagian Ketiga 
Penghargaan 

Pasal 20 

(1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, lembaga 
dan/atau badan usaha terhadap inovasi pengelolaan sampah, 
pelaporan atas pelanggaran atas larangan, pengurangan timbulan 
sampah, tertib penanganan sampah, pelanggaran terhadap 
larangan, dan/atau pelanggaran tertib penanganan sampah. 

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim 
Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

(3)  Kepada perseorangan, lembaga dan/atau badan usaha yang telah 
dinilai oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan penghargaan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. 
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(4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB IX 

LARANGAN 

Pasal 21 

Setiap orang dilarang: 

a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Kabupaten Jombang; 

b. mengimpor sampah; 

c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; 

d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau 
perusakan lingkungan; 

e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan 
disediakan; 

f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di 
TPA;  

g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis 
pengelolaan sampah. 

BAB  X 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 22 

(1) Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada pengelola 
sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan 
dalam perizinan. 

(2) Saksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) 
dapat berupa: 

a. paksaan pemerintahan; 

b. uang paksa; dan/atau 

c. pencabutan izin. 
BAB XI 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal  23 

(1) Setiap orang, lembaga dan/atau badan usaha yang 
menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 15, diancam dengan pidana kurungan paling 
lama 6 (enam) bulan atau  denda paling banyak Rp.50.000.000,00 
(lima puluh juta rupiah).  

(2) Setiap orang, lembaga dan/atau badan usaha yang melanggar 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, huruf b, 
huruf c, dan huruf d, diancam dengan pidana atau denda sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Setiap orang, lembaga dan/atau badan usaha yang melanggar 
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e, huruf f 
dan huruf g diancam dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) 
bulan atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta 
rupiah). 
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BAB XII 

PENYIDIKAN 

Pasal 24 

(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia maka Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jombang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan atas 
pelanggaran Peraturan Daerah ini. 

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Jombang untuk melakukan penyidikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2010.  

BAB  XIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 25 

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, 
kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya 
yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat 
diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau 
menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun 
sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 26 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Jombang. 

Ditetapkan di Jombang 
pada tanggal  

BUPATI JOMBANG, 

 

 
     S U Y A N T O 

Diundangkan di Jombang 
pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN JOMBANG, 

 
 
 

M.MUNIF KUSNAN, SH, M.Si 
Pembina Utama Madya 

NIP. 19530412 197903 1 015 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG 

NOMOR  6 TAHUN 2011 

TENTANG 

PENGELOLAAN SAMPAH  

I. UMUM 

Jumlah penduduk Kabupaten Jombang dengan tingkat pertumbuhan yang 
relatif tinggi membawa dampak pada bertambahnya volume produksi sampah yang 
dihasilkan. Pertambahan jumlah volume sampah adalah berbanding lurus dengan 
pertambahan jumlah penduduk. Di samping pertambahan volume sampah akibat 
pertambahan jumlah penduduk, fakta empiris juga menunjukkan bahwa jenis 
sampah yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat semakin beragam 
seiring dengan kehidupan masyarakat yang semakin konsumtif, dan volume sampah 
anorganik semakin bertambah seiring dengan pola konsumtif kehidupan masyarakat 
yang terus berkembang. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa sampah dipandang sebagai benda 
yang kotor dan tidak berharga. Dalam wawasan yang demikian ini sampah 
diperlakukan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat sehingga harus 
dibuang. Pembuangan sampah dilakukan di lokasi tempat pembuangan akhir 
sampah yang masih menggunakan metode controlled landfill. Maka dapat dicermati 
bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan sampai saat ini adalah kegiatan yang 
meliputi pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah. Cara pengelolaan 
sampah yang demikian mengandalkan penanganan sampah pada hilirnya 
(pendekatan ujung-pipa). Cara penanganan sampah yang demikian itu memberikan 
beban yang sangat berat kepada tempat pembuangan akhir sampah. 

Perlu ditekankan bahwa pengelolaan sampah sebagaimana dilakukan sampai 
saat ini memandang sampah sebagai sumber daya yang tidak mempunyai manfaat 
dan bertumpu pada pendekatan ujung-pipa. Paradigma pengelolaan sampah yang 
bertumpu pada penanganan sampah pada hilir  sudah saatnya untuk ditinggalkan 
dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir. 
Paradigma baru pengelolaan sampah memandang sampah sebagai sumber daya 
yang mempunyai manfaat, sedangkan pengelolaannya bertumpu pada pendekatan 
sumber (pendekatan hulu–hilir). Paradigma baru pengelolaan sampah meliputi 
seluruh siklus hidup sampah mulai dari hulu sejak sebelum dihasilkan suatu produk 
sampai ke hilir pada fase produk sudah digunakan dan menjadi sampah yang 
kemudian di kirim ke tempat pemrosesan akhir sampah untuk dikembalikan ke media 
lingkungan secara aman.  

Kebijakan pengurangan sampah perlu disertai dengan tindakan nyata agar 
upaya menggunaulang dan mendaurulang semakin berkembang, sehingga volume 
sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir menjadi semakin berkurang dan 
sekaligus makin mengukuhkan nilai sampah sebagai benda ekonomi. 

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan 
komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta wewenang, dan 
tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan pelayanan dibidang persampahan, 
diperlulkan pengaturanya dalam suatu Peraturan Daerah.  
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II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
 Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
 Cukup jelas 

Pasal 4 
Yang dimaksud dengan asas "tanggungjawab" adalah bahwa Pemerintah 
Kabupaten Jombang mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam 
mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah bahwa pengelolaan 
sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah 
lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan 
masyarakat dan lingkungan. 

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah bahwa pengelolaan sampah 
perlu memandang sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

Yang dimaksud dengan asas "keadilan" adalah bahwa dalam pengelolaan 
sampah, Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan kesempatan yang 
proporsional kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif 
dalam pengelolaan sampah. 

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran" adalah bahwa dalam pengelolaan 
sampah, Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong setiap orang dan badan 
hukum agar memiliki sikap, komitmen, kepedulian, dan kesadaran untuk 
mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya. 

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah bahwa pengelolaan 
sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. 

Yang dimaksud dengan asas "keselamatan" adalah bahwa pengelolaan sampah 
harus menjamin keselamatan manusia dan lingkungan. 

Yang dimaksud dengan asas "keamanan" adalah bahwa pengelolaan sampah 
harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif. 

Yang dimaksud dengan asas "nilai ekonomi" adalah bahwa sampah merupakan 
sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga 
memberikan nilai tambah. 

Pasal 5 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
 Cukup jelas 

Pasal 8 
 Cukup jelas 
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Pasal 9 
 Cukup jelas 

Pasal 10 
 Cukup jelas 

Pasal 11 
 Cukup jelas 

Pasal 12 
 Cukup jelas 

Pasal 13 
 Cukup jelas 

Pasal 14 
 Cukup jelas 
Pasal 15 
 Cukup jelas 

Pasal 16 
 Cukup jelas 

Pasal 17 
 Cukup jelas 

Pasal 18 
 Cukup jelas 

Pasal 19 
 Cukup jelas 

Pasal 20 
 Cukup jelas 

Pasal 21 
 Cukup jelas 

Pasal 22 
 Cukup jelas 

Pasal 23 
 Cukup jelas 

Pasal 24 
 Cukup jelas 

Pasal 25 
 Cukup jelas 

Pasal 26 
 Cukup jelas 
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